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STUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN
PERMENKUM NO.1 TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL
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SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT
HAK CIPTA DAN
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STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT

PENEGAKAN HUKUM

DIREKTORAT
PENEGAKAN HUKUM

SUEDIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN
SENGKETA ALTERNATIF

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAMN PELAKSANA

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
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SUBBAGIAN
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SUEBDIREKTORAT
PENINDAKAN DAN
PENYIDIKAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAMN
JABATAN PELAKSAMNA




TIGA PILAR KEKAYAAN INTELEKTUAL
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(PENDAFTARAN/PENCATATAN)

PELAYANAN TEKNIS

DIREKTORAT MEREK & IG
DIREKTORAT HAK CIPTA
DIREKTORAT PATEN, DTLST & RD
SUBBID PELAYANAN KI DI KANWIL

(PENGKOMERSILAN)

PELAKU INDUSTRI/USAHA

PEMILIK KI VS PENGGUNA KI TANPA
TERDAFTAR IZIN /TANPA HAK
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(PERLINDUNGAN)

APARAT PENEGAK HUKUM

- POLRI

- PPNS Kl di DIREKTORAT PENEGAKAN
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JENIS LAYANAN

Pengaduan
Pelanggaran KI
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https://pengaduan.dgip.go.id/

Pengaduan kasus atau pelanggaran kekayaan
intelektual

Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesain konflik
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai
Mediator, dan diilakukan atas kesedian/kerelaan
para pihak dengan menggunakan prinsip
penyelesaian win-win solution yang mana
keputusannya diambil berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak.
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Penutupan
Situs

Penutupan situs yang melanggar
Kekayaan Intelektual



MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN

PROSEDUR E-PENGADUAN

Penerimaan Laporan dari Undangan Klarifikasi Pemberitahuan
pelapor/saksi pelapor Kekurangan Persyaratan

engaduan.dgip.go.id
d i (Pemeriksaan Persyaratan) *

l

Tidak

<

* Syarat yang akan diperiksa:
e Kartu Tanda Penduduk
e Sertifikat Hak / Surat Pencatatan Ciptaan

Gugur Memenuhi Persyaratan Laporan Pengaduan
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CARA MENGISI DATA E-PENGADUAN

1 Meml|lh jenis Pelapor ported From IE @ Google (5 Hasil pencarian unt.. Y 20FLOWER_ MEH10 @ http://www.google....
2. Mengisi nama Pelapor R —
3. Mengisi nomor KTP
4. Mengisi tempat lahir —— -
5. Mengisi tanggal lahir o o
6. Mengisi umur —
7. Memilih jenis kelamin -
3. Mengisi agama S -
9. Mengisi kewarganegaraan -
10. Mengisi pekerjaan o
11. Mengisi Alamat - )
12. Mengisi Alamat E-mail bt
13. Mengisi nomor HP -
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Memilih jenis Kekayaan
Intelektual yang dilanggar
Memilih Provinsi Pelapor ——— =
Mengisi waktu terjadinya o i
pelanggaran

Mengisi tempat terjadinpa =

pelanggaran - — -
Mengisi nama Terlapor atau - m ‘
nama tempat atau badan — S

hukum yang melanggar —

Mengisi nama-nama saksi
yang mengetahui pelanggaran
Menuliskan kronologis

kej adian EE————

Property Direktorat Penegakan Hukum, DJKI




MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN

PROSEDUR PENGADUAN
SECARA LANGSUNG

Datang secara langsung

dengan melapor

dan membawa alat bukti

@6

|

* Syarat minimal yang diperlukan :

e Kartu Tanda Penduduk
o Sertifikat Hak/Surat Pencatatan Ciptaan

|

Memenuhi persyaratan

@ _@J_@_ E

- =y
Persyaratannya Dibuatkan
di lengkapi Laporan pengaduan
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Permohonan Pengaduan Pelanggaran Kl diajukan oleh
pemegang hak/kuasa hukum secara tertulis kepada
Direktur Penegakan Hukum
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Persyaratan
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1. FCSurat Pendaftaran Ciptaan dan/atau bukti ciptaan pertama kali diumumkan

2. Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum

3. Contoh Barang Bukti milik Terlapor

4. Contoh Barang Bukti milik Pelapor

5. Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Hak Cipta yang diduga pelanggaran

6. 2 (dua) Saksi yang mengetahui dugaan pelanggaran Ciptaan

7. FC Akta Pendirian Badan Hukum*

8. Surat Ahli Waris**
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FC Sertifikat Merek yang telah dilegalisir

Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum

Contoh Barang Bukti milik Terlapor

Contoh Barang Bukti milik Pelapor

Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Merek yang diduga pelanggaran

2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Merek
FC Akta Pendirian Badan Hukum*
Surat Ahli Waris**

© N o U s~ WD PRE

*Apabila Pemilik Merek merupakan Badan Hukum
**Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir
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Persyaratan

FC Sertifikat Paten yang telah dilegalisir

Dokumen Paten

Bukti Biaya Pemeliharaan Paten

Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum

Contoh produk Paten milik Terlapor

Contoh produk Paten milik Pelapor*

Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Paten yang diduga pelanggaran
2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Paten

FC Akta Pendirian Badan Hukum*#*

Surat Ahli Waris***
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*Jika produk besar atau tidak memungkinkan dibawa cukup melampirkan foto
**Apabila Pemilik Paten merupakan Badan Hukum
**%*Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir
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Persyaratan

FC Sertifikat Desain Industri yang telah dilegalisir
Dokumen Desain Industri

Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum
Foto/contoh produk Desain Industri milik Terlapor

Foto/contoh produk Desain Industri milik Pelapor

Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Desain Industri yang diduga pelanggaran

2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Desain Industri
FC Akta Pendirian Badan Hukum*
Surat Ahli Waris**

O 0 N O U BHE WD

*Apabila Pemilik Desain Industri merupakan Badan Hukum
**)ika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir
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Persyaratan

FC Sertifikat Rahasia Dagang yang telah dilegalisir

Dokumen Rahasia Dagang

Surat Kuasa dari Pemegang Hak kepada Kuasa Hukum

Foto/contoh produk Rahasia Dagang milik Terlapor

Foto/contoh produk Rahasia Dagang milik Pelapor

Nota/ kwitansi/ faktur pembelian produk Rahasia Dagang yang diduga pelanggaran
2 (dua) Saksi yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Rahasia Dagang

FC Akta Pendirian Badan Hukum*

Surat Ahli Waris**

O % N O U kA WP

*Apabila Pemilik Rahasia Dagang merupakan Badan Hukum
**Jika yang melaporkan Ahli Waris nya disertakan Akta Waris yang dilegalisir
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PERSYARATAN JENIS LAYANAN

PERSYARATAN PENUTUPAN SITUS

IDENTITAS PELAPOR
°
BUKTI ATAS HAK CIPTA
°

ALAMAT SITUS YANG DI DUGA MELAKUKAN
PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTlgAL

JENIS ATAU NAMA KONTEN YANG
MELANGGAR HAK CIPTA

JENIS PELANGGARAN

KETERANGAN LAIN TERKAIT KONTEN
YANG MELANGGAR HAK CIPTA
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MEKANISME DAN PROSEDUR LAYANAN
PROSEDUR PENUTUPAN SITUS

MEMBUAT LAPORAN SECARA TERTULIS DJKI MELAKUKAN
KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAM ’ VERIFIKASI TERHADAP
MELALUI DJKI LAPORAN

* Syarat minimum pengajuan permohonan :

+ Kartu Tanda Penduduk
+ Sertifikat Hak/Surat Pencatatan Ciptaan
« Situs terkait yang ingin di tutup

HASIL VERIFIKASI

;d

[
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TIDAK CUKUP BUKTI CUKUP BUKTI

MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
MELAKUKAN PENUTUPAN
SITUS INTERNET ATAU

PEMBLOKIRAN ATAU
PENUTUPAN KONTEN
ATAU HAK AKSES

MEMBERITAHUKAN DJKI MEMBUAT
KEPADA PELAPOR REKOMENDASI KEPADA
DISERTAI DENGAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
ALASAN INFORMATIKA MELALUI
JENDERAL APLIKASI
INFORMATIKA
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JENIS LAYANAN

PERSYARATAN MEDIASI

IDENTITAS PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

KRONOLOGIS PERMASALAHAN

SURAT PERMOHONAN KE MENTERI HUKUM
MELALUI DJKI
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Proses Bisnis Mediasi

Penerimaan
Permohonan
Mediasi

e 1
| « Berita Acara Mediasi

: + Kesepakatan Mediasi |
| * Atau Surat Perjanjian :
|  Perdamaian |
e e e ——— — — —

Kelengkapan
Administrasi

Permohonan
Mediasi

Tidak Berhasil
|
o _N____

Berita Acara Mediasi |

Undangan
Klarifikasi untuk
Persetujuan Para

Pihak

MEDIASI

M KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tidak Setuju Batal Mediasi

—~EE—
Penunjukan

Mediator

Pendalaman Materi Oleh Pra MEDIASI

Mediator dengan (dapat dilaksanakan
Mengundang Ahli jika secara offline dan online)
dibutuhkan




TERIMAKASIH

DIREKTORAT JENDERAL JI. H.R. Rasuna Said Kav 8-9,
KEKAYAAN INTELEKTUAL Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I. DGIP.GO.ID

@ @DJKI.Kemenkumham n @DJKI.Indonesia y @DJKI_Indonesia Q DJKI Kemenkumham
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